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Abstrak.
Lembaga sewa bl el mejamr 6 (engah tengh, masyarkat dan dalam packaya

membekan kemdban epailian ba
bahwa sewa beli itu

s ik syarat, walaupun diakuii

ek

rang secara kredit. Sahnya perjanjian sewa beli perlu kita ketahy

rabila e syas ot yang dinan oeh undog-undng.
el

pihak yang membuat perjanjian, tidak akan

diaut i bk Gangeap il ada penin memrat o
adi perjanjian yang dibut tidak melalui prosedur hukum, hal ini tetap berlaku bagi pihak yang

et tnya, a
permasalahan meng:
penyelesaian perselisihan perjanjion terscbut.

akan tetapi apabila salah satu tidak mengaki lagi
spabila obyek yang diperjanjikan

euion nebut. Seanpinys mneal
ling s sl wecgeesan s po

Kata Kunci: Per Beli, Wanprestasi Pembel Persclisihan Perjanjian.
; Sedangkan dalam rangka kebebasan berkontrak pada
FENDAHURUAN pasal 1338 yang mengatakan, bahwa semua

tuk perkreditan ini didalam perundang -undangan

ita baik dalam Burgerljk et Bock (BW) tidak mungkin

ita ketemukan, namun apabila kita meliat pengaturan

éinegeri Belanda sudah ada sejak tshun 1936 yang telah
memuat serangkaian khusus tentang Koop op afbetaling
sal beli dengan angsuran) dan Huur Joop (el seva)
g tercantum didalam pasal 157

iryono Pmdwdwknm 1974:65)

Walaupun  di dalam  perundang-undangan  kita,
seagaturannya tidak ada namun seperti biasanya para
dagang tetap melakukannya Hal ini dilakukan
rdasarkan sikap saling mempercayai antara pihak
bahwa pembeli akan

diperjanjikan
lumnya. Di negara kita suatu lembaga sewa beli dan

beli dengan angsuran merupakan suaty kebiasaan
2 diperbolehkan dan sah. Hal ini dikarenakan pada
ol 1320 BW yang mengatakan bahwa untuk sabnya
perjanjian diperlukan empat syarat

Sepakat mereka yang mengikat dirinya
\sc:lkapan untuk membuat suatu perikatan

Suatu hal tert

b S

persctujuan yang dibuat secara sah, berlaku. scbagai
Undang-Undang bagi mercka yang membuatnya. Adapun
peranan pemerintah cukup akif dan terbukti adanya Surat

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor
34/KPAVI9SO tanggal | Februari 1980 Namun perlu
diketahui bahwa, Surat Keputusan Menteri Perdagangar

dan Koperasi Nomor :34/KP/I/1980 ini belum mengatur
‘masalah sewa beli secara terinci, oleh karena itu didalam
prakick masih terjadi persoalan yang belum terpecahkan

Dalam  pembahasan berikut_ini _penulis
ot pensn il s g it
yang. dijadi perjanjandalamjudul _ini
maksudnya adalah menunjokkan hubungan scbab akibat
yang dapat diimbulkan dalam sewa beli dan jual beli
dengan angsuran, sedangkan pengertian istlah yang
dijadikan obyek perjanjion maksudnya adalah benda-
benda bergerak berwujud suatu misal mobil,sepeda motor
dan lin sebagainya yang semuanya ini biasanya oda
dalam lalu sgangan_ perkreditan. Sedangkan
istilah sewa beli dan jual beli dengan angsuran adalah
suatu lembaga jual beli yang cara pembayarannya dengan
angsuran atau cicilan beberapa. kali dan sesuai dengs
pcuan,mlmy dimana pengaturannya didalam perundang-
an kit belum diatur.
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Disamping itu penulis melihat pendapat para pakar
beli yang banyak

hukum yang satu mengatakan bahwa sewa beli termasuk
lembaga jual beli sehingga resiko menjadi tanggung javab
‘pembeli, sedangkan sarjana atau pakar hukum yang lain
berpendapat bahwa sewa beli termasuk didalam lembaga
sewa menyewa sehingga resiko berada pada pihak yang
menyewakan.

SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
Syarat-syarat yang diperlukan untuk sohnya suat

perjanjian pada umumnya adalah schagaimana yang

tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu

‘Sepakat mereka yang mengikat diri.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu.

Suatu sebab yang halal.

Sepakat atau discbut perjanjian, dimaksudkan bahwa

kedua subyek yang mengadakan perjanjian ifu harus

bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal
pokok dar perjanjian yang diadakan itu. Keeakapan untuk
membuat suatu perjanjian artinya orang membuat suatu
perjanjian itu harus cakap menurut hukum. Dalam pasal

1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tak

cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

. Orang-orang yang belum dewasa.

2. Mercka yang ditaruh dibawah pengampunan.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal ditetapkan
oleh Undang-Undang dan pada umumaya semua.
orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang

‘membuat persetujuan-persctujuan te

Kedua belah pihik jke timbul suatu perscisiban. Artinya
barang yang dimaksudkan dalam peranjian it paling
Sedikit harus ditentukan_jenisnya scdangken_apabila
obyek perjnjian itu masih belum jelas jenisnya maka
perjanjian ta dianggap tidak ada.

PENGERTIAN SEWA BELI

‘Perjanjian sewa beli ini merupakan perjanjian jual m.
biasa yang mengandung ciri-ciri Khusus  dalam
pembayarannya yakni dengan mengangsur beberapa m.
angsuran. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan
oleh par abl bidag hukum dsnaranys R. Subekii,
beliou mengatakan bahwa: “Pada ya sewa beli

adalah svatu macam jual beli scl\da.k ks ia ebih
mendekati jual beli dari pada sewa menyewa”.

cbagaimana kita kelahui, bahwa sewa beli tidak

diatur didalam  perundang-undangan Kita, akan tetapi
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hidup subur didalam masyarakat kita berdasarkan
Kebiasaan yang diakui sah oleh yurispodensi. Apabila kita
‘melihat ketentuan pasal yang ada dalam B.W pasal 1338
yang mengatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara
Sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mercka yang
membuatnya. Berarti disini, adanya sewa beli disini
berart diberbolehkan mengingat adanya asas kebebasan
berkontrak. Masalah pengertian kebebasan mutlak akan
tetapi pembatssennya yaitu ketentan Undang-undang,
Ketertiban dan kesusilaan.

Sedangkan kaleu kita melihat pada Surat Keputusan
Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/IV/1980
tentang kegiatan usaha sewa beli dan jual beli dengan
angsuran dan sewa, diberikan suatu definis tentang sewa
beli yang dimuat di dalam Bab I ketentuan umum yang.
berisi sebagai berikut

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual

setiap.
dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas
harga barang yang telah discpakati dalam suatu
perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut
baru beralib dari penjual ke tangan pembeli
setclah sejumlah harganya lunas oleh pembeli
(Surat Keputuasan Menteri Perdagangen dan
Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perijinan
kegiaan usahe sewa beli dan jual beli dengan
angsuran)
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kita tarik
Kesimpulan bahwa hak milik dalam sewa itu baru beralih
abila sngsuran sudah  dibayar lumas.  Padahal
Kenyataanya dalam sewa beli kendaraan bermotor, setelah
Gilakukan pembayaran angsuran pertama oleh pembeli
dibalik-namskan atas nama pembeli, disini berarti secara
yuridis hak milik sudah beralih sejak adanya angsuran
pertama, akan tetapi tanda bukti kepemilikannya yang
berupa BPKB (Bukii Pemilik Kendaraan Bermotor) masih
berada ditangan penjual
Jadi menurut anggapan pihak jual dalam perijinan
or ini, hak milik belum
beli apabila angsurannya

par
dijadikan obyek perjanjian, untuk itu kita melibat macar
dalam BW Jual beli diatur

1. Jual beli barang yang sudah ditentukan
Jual beli barang menurut berat, jumlah dan ukuran
Jual beli menurut tumpukan

Jual beli barang dengan percobaan

Jual beli barang memberi uang moka

Jual beli barang dengan syarat bahwa penjual membel:
Kembali barang yang dijualnya itu.
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7. Jual beli barang yang dikenal dengan sewa bel.

8. Jual beli barang dengan angsuran.

Dasar pembagian bukanlah terletak pada sifat benda
sang_ dijadikan obyek jual beli, melainkan didasarken
sada kepentingan para pihak yang membuat perjanjian
4an hal ini juga merupakan Konsensus asas kebebasan
serkontrak

SAHNYA PERJANJIAN SEWA BELT

‘Sebagaimana kita ketahui bahwa sewa beli tidak diatur
dalam suatu undang-undang, tetapi hanya merupakan
suatu kebiasaan yang sch dan diakui oleh yurispodensi,
Bila kita menyimak ketentuan pasal 1338 BW. yang
mengatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat sccara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang
membuatnya. Hal ini berarti sewa beli diperkenankan
berdasarkan kebebasan berkontrak.

Dalam membahas sahnya perjanjian scwa beli perlu
it ketahui bahwa sewa beli itu sah, apabila memenuhi
syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi
JpablL! e diakuil oleh

ihak yang membuat perjanjian, diakui
i e (@ingap ek da perenjan memurt
hukum). Jadi perjanjian yang dibuat "k e
prosedur hukum, hal ini tetap berlaku bagi pibak yang
membuatnya, aken tetapi apabila salah sa tidak
mengakui Lo

i pesmjon e chut maka  pengadilan
diminta membatalkan perjanjian tersebut
Mengenai symuyam tersebutpenulis _melihat

ketentuan yang terkandung didalam pasal 1320 B.W atau
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penjual, sebab andaikata pembeli melakukan wanprestasi
tidak melunasi sisa angsurannya tidak ada sangsi yang
as. Pihak penjual tidak bisa mengambil barang yang
dumm obyek perjanjian. Yang berada pada. pihak
pembeli begitu saja, pada penjual hanya bisa menuntut
sisa pembayarannya pada pembeli lewa perantara hakim.
Lain halnya dengan sewa beli disini penjual lansung
mengambll barangnya pada pembeli tanpa putusan hakim.
da dasamya jual beli angsuran dengan sewa beli
mcmplmyll perbedaan tentang peralihan hak milik. Pada
jual beli dengan angsuran hak milik sudah beralih ke
tangan pembeli sejak adanya cicilan yang pertama dibayar
pembeli, dengan demikian dikemudian hari _terjad
Kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan obyck
rjanjian dalam jual beli dengan angsuran belum lunas.
menjadi tanggung jawab pembeli dan pembeli harus
membayar sisa angsuran pada pihak penjual sampai
angsurannya selesai.

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

Prosedur ini diadakan dengan membuat akia notaris
dan akia di bawah tangan Pada dasamya bentuk
perjanjian yang membuat seperti di atas ini mempunyai
kesamaan, namun dalanm hal ini juga mempunyai
perbedzan antara pembuatannya. Dalam pembuatan akia
notaris kedua belah pihak harus menghadap ke notaris
yang ditunjuk, sedang pembuatan akta di bawah ini cukup.
diketahui dan discpakati oleh kedua belah pihak yang
mengadakan _perjanjian (penjual dan pembeli) di dalem

Jain:

engan istlah lain Kitab U Hukum Perdata
yang mengatakan bahwa untuk sahnya suatu persctujuan
diperlukan 4 syarat yaitu:

. Indentitas para pihak.
Merek dan tipe obyek perjanjian.

pe
3. Suatuhal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

PENGERTIAN PERJANJIAN JUAL BELI
NGAN ANGSU

Perjanjian jual beli dengan angsuran pada dasamya
il b i sper oy pean sewe beli
sioi dengan keistimewaan dalam

1
2
3
4
s bayaran, waky, ganti rugi bila terjadi
mmmbmm yaran,

Cara pembayarnyakts ganti g bila wnadl
etdambotan pembay: setelah akta
ditandatangani kemudian dibubuhi materai yang artinya

menyetujui yang telah diperjanjikan, maka sejak saat itu
pula angsuran mulai di bayar oleh oleh pembeli sewa dan
Kemudian pmukm,m\ menyersan gy et
(kendar i

Kali. Seperti halnya

cwa bel, jual beli dengan angsuran wmbuh subur di
Kalangan masyarakat kita berdasarkan atas kepercayaan
<3ja, bahwa pembeli melunasi sisa Munbay:nmnnyu yang
masih terhutang pada penjual. Jangka waktu angsuran
biasanya ditentukan oleh kedua belah p.m e
mengadakan  peranjian.  Adapun  perkembangan
njutnya dalam bentuk perjanjian ini m('mglknn pmk

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Sewa beli scbenamya adalah suatu macam jula beli
sciidaknya lebih mendekati jual beli dari pada sewa-
‘menyewa. Oleh karena perjanjian sewa beliini merupakan
campurankeduanya, sehingga dalam hal hak dan
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Kewsjiban tidok menemui suatu perbedaan  yang

nyolok.
Hak penjual adalah :
1. Menerima uang sewa sesuai dengan perjanjian yang

telah dibuataya.
2. Memberikan suatu peringatan sampai beberapa kali
K pembeli tdak  menjalankan
s ot
obyek perjanjian apabilapembeli tidak
mbayar  angsuran atas
Kt melakukan pembeyaran,

Hak pembeli adalah

1. Menerima obyek perjanjian.

2. Menggunakan atau memakai obyek perjanjian yang
sesuai dengan manfaat.

Kewajiban penjual adalah

1. Menyerakikan obyek perjanjian dengan kondisi baik
dan erhindar cacat sembunyi

2. Mengurus biaya balik nama.

3. Mengurus perpanangan STNK (Surat Tanda Nomor
Kendaraan) dan biaya dibcbankan kepada. permbeli

sewa
Kewajiban pembeli sewa adalah
1. Memelihara obyek perjanjian scbelum angsuran lunas.
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memberikan Klausul-klausul terhadap pembeli sewa antara

lain:
1. Pembeli dianggap scbagai penyewa selama angsuran
belum lunas.
2. Penjoal masih mempunyai hak pcnuh atas obyek
‘perjanjian scbelum angsuran lun
3. Penjual dapat membatalkan perjanjian sccara scpihak
bila pembeli tidak melunasi angsu
4. Penjual tidak mau mennggung resiko atas barang.
yang dijadikan obyek perjanjan.
Pembayaran yang dilakukan oleh piak pembeli
dianggap sebagai uang sewa sebelum angsuran lunas.
Dengan demikian pihak penjual terbebas dari segala
resiko terhadap masalah-masalah yang timbul akibat
perjanjian yang dibuatnya it.
asaleh resiko dalam sewa beli menurut penulis,
Kalau melihat pengaturan di dalam Burgerlijk Wet Bock
(BW) pasal 1553 yang mengatur sebagai berikut
Jika waktu sewa barang yang disewakan sama sekali
musnah karena kejadian yeng tdak sengaja maka
perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya
Scbagian musnah, i penyewa dapat memilib menurut
Keadaan, apakah ia meminta pengurangan sewa, ataukah
ia meminta behkan membatalkan perjanjian sewanya,
tetapi apabila tidak dalam satu dari kedua hal iupun ia

2. Membayaar uang angsuran tepat pada waktunya,
5 n
4. Membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran
per harinya scbesar 5% (lima persen) dari besamya  BW bila terjadi suatu. peristiwa
angsuran tiap bulan. kekuasaan  pembeli dan
5. Menyerahkan obyek perjanjian apabila pembeli sewa  sebelumnya,
tidak mampu melunasinya penjual sewa. Disini

jak memindshtanganan obyek perjanjian tersebut
Kepada pihak lain.

RESIKO PERJANJIAN SEWA BELT
ARAAN BERMOTOR

Yang dimaskud dengan resiko yaitu kewajiban untuk
memikul kerugian jikelau ada suatu kejadian di luar
Kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang
dimaskud perjanjian (R- Subcku‘ 1985:52)

Jodi masalah resiko ini berpokok pangkal pada
terjadinya suatu peristiva a.;.... dari kesalahan salah satu
pihak yang mengadakan suatu perjajian (overmacth).
Yang perlu dibicarakan di sini adalah siapa yang
‘menanggung atau membayar kerugian atas barang yang.
dijadikan obyek perjanjian yang ~discbabakan _oleh
peristiva yang sama sekali diluar kesalahan salah satu
pibak.

Mengingat peraturan dalam  perundang-undangan
‘masalah sewa beli tidak ada, maka pihak penjual berdasar
pada pasal 1338 BW dapat membuat perjanjian dengan

Jadi kalau kita b:rpegang pada ketentuan pasal 1553
i diluar

keadaan itu tidak diketahui
maka resiko sepenuhnya ditanggung olch
pembeli sewa tidak mempunyai
Kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang masih
belum lunas. Selain itu pembeli mempunyai hak untok
membatalkan perjanjian apabila barang yang dijadikan
nby:k perjanjian sewa beli itu

penulis ingin menguraikan penyelesaian
teq.kc Sewa beli di negara lain, suatu contoh pegjanjian
sewa beli di Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki
persamaan der janjian sewa beli yang diatur dalam
BW. Praktck sewa beli di Amerika Serikat dan Ingeris
sama saja dengan di Indonesia, yang mana sewa beli
dianggap sewa menyewa biasa dengan di Indonesia, yang.
mana sewa beli dianggap sebagai sewa menyewa biasa

bukan sebagai jual beli. Disini berarti hak pembeli

dilindungi dari tindakan sewenang-wenang penjual dan
juga penjual tidak boleh scenaknya mengambil b.m.g
yang sudah difadikan obyek perjanjian dari
pembeli tanpa melalui proses pn\gadxlnn, wnll\lpun plh.!k
pembeli melakukan wanprestasi. Dz
penjual  mengambil barang  yang ~ dijadi m
perjanjian tanpe melalui proses pengadilan, maka
persetujuan segera berakhir dan penyewa beli bebas dari
tanggung jawab dan berhak menuntut  pengembalian

TR R L
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<luruh pembayaran s sudah ia lakukan
20).

banng yang dilakuks
ari tanganpembeli dapat dilakukan sei.l: 1
rendapat ijin dari pengadilan dan pihak 1t
cmperoleh pengembalian vang yang t
pada penjual scbab dianggap uang sew:
slau kita lihat di Indonesia n.m ada kese:
I ini, apakah termasuk sewa  mer

ategorikan jual beli mam. dapat et

<h penjual yang berpedoman pada Klausul-+
i o

1 Kadir

penjual
penjual
i tidak
yarkan
angkan
¥ sewa
+am
ggung

il yang,
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Kalau kita perhatikan kedua pasal itu, kemudian kita
hulmngk‘n dengan pasal 455 yang menentukan, bahwa
s barang baru beralih ke tangan pembeli
sctelah lerjadx Lavering, maka dapat penulis kemukakan
bahwa lavering merupakan hal yang sangat penting dalam
Kaitannya dengan masalsh resiko, schingga apaila terjadi
dalam perjanjian jual beli sudah terjadi Lavering dengan
sendirina resiko tetap ada pada pihak pembeli b<g.m
pula halnya dengan perjanjian sewa
werahan nyata sudah dilakukan secara yundu ey

i s beralib, sehingga resiko yang menimpa
barang yang menjadi obyek perjanjian sudsh sewajomya

Menurut pendapat penulis, mengenai pers
lam sewa beli yang diakibatkan suatu pes
crada diluar kekuasaan pembeli, xehmgga b
jadikan obyek perjanjian ity hilang,

vjual mengadakan pertimbangan khusus ¥
ringankan pembel. Lain lagi persoalan:
sang yang dijadikan obyek perjanjian itu b
cerobohan pembeli, suatu misal kendaraas
mpat rama tanpa dikunci sehingga memuda!
n untuk mengambil barang tersebut m
Denuhnya ditanggung olel” pembeli. Ol
nulis lebih cenderung mengatakan bahw:
>enamya adalah jual beli biasa, schingga
nimpa barang yang dijaikan obyek perjan
ggung jawab pihak pembeli walaupun dala-
~scbut diberi Klausul sewa beli yang mana sc

Hal ini dengan keputusan pengadilan ting
‘zgal 16 Desember 1957 dalam masalah r.
¥ Handels Maatscappy melawan G.G J
utuskan bahwa sewa beli termasuk jual
ingga G.G Jordan sebagai pembeli dalar
+a beli dihukum untuk membayar angsurc
$5:53-54). Dalam jual bel dengan angsuran
dahulu babwa jual beli dengan ang<
<ckanya adalah jual beh bm:ﬂ sehingga ¢
+p berada pada pihak pe

Ko ks " dengn ange
m pasal 1461 B.W dan pasal 1462 B.W:
sal 1461 berbunyi:

Jika  barangbarang tidak  dijual
tumpukan, tapi menurut berat, jumlal

bar

tenggungan si penjual hingga barang-
timbang, dihitung dan diukur

a1 1462 berbunyi

Jike scbaliknya barang-barang dijual
umpukln maka barang-barang it adals

tangg si - pembeli, meskipun

m..\,m. dl)nlung atau divkar,

diatur

t

pa

BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA BELT

KENDARAAN BERMOTOR
Dalam hal pengaturan berakhimya suatu perjanjian

tidak ada maka lembaga keuangan menentukan sendiri

syarat berakhimya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Bila pembayaran angsuran sudah lunas.

2. Bila pihak pembeli menagalami kepailitan, scjak saat
it obyek perjajian ditarik kemudian dijual dan hasil
penjualan dibayarkan pada pembeli kemudian apabila
sisa penjualan masih dan akan dikembalikan pada
pibak pembe

Bila obyck perjanjian berpindah tangan, dengan tanpa

jin pen

4. Bila pemibeli wanprestasi setelah diadakan perhitungan
Sepertisub 3,

5. Akibat hukum perjanjian beraki.

6. Dalam hal ini lembaga keuangan menyimpang dari
ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 B.W yakni

debitur berakhir dengan  sendirinya, tanpa  suatu
putusan para pihak dengan tegas melepaskan dirinya
dari aturan yang mengatur tentang batalnya suatu

perjanjian.

Jadi dengan Kata lain bahwa akibat hukum dari suatu
perjanjian scwa beli kendaraan berakhir demi hukum,
dalam hal i diakibatkan pihak pembeli melakukan suatu
pelanggaran, kelaaian.

Hal ini yang paling meyulitkan bagi pihak penjual
sewa yang menjual dagangannya dengan kredit, secara
teoritis hilangnya barang yang dijadikan obyek perjanjian
menjadi tanggung jawab pembeli, akan tetapi secara
prakick juga menjadi beban penjual apabila pihak bertikad
buruk. Jadi apabila kita berpedoman pada keputusan
Mahkamah Agung itu, apabila didalam sewa beli pihak
pembeli wanprestasi sedang barang yang di obyek
perjenjian it hilang sehingga penjual tidak bisa menarik
Kembali obyck perjanjian itu dari tangan pembeli, maka
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tindakan

tidak  dibenarkan  melaksanakan

penjual

ingkar tetapi barang yang dijadikan obyek peqanpm i
‘masih dikuasai oleh pihak pembeli, emungkinan
barang dapat ditarik kembali.

PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTAST
Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang

paling sering mengalami persoalan adalah  mengenai

wanprestasi  dalam hal pembayaran angsuran, hal ini

diakibatkan:

i Pcmbeh idak melakukan apa yang disanggupi akan

dilakul

2. Pembeli melnk\nkm w. yang dijadikan tetapi tidak
sebagaimana yang dipe

3. Melakukan sesoatu ynng menurut_perjanjian tidak
boleh dilakukan.

Jumari, Wawan Susilo

pembayarannya tiap-tiap bulan jatuh tempo. Dalam halini
p:ndnpll Suryatin mengatakan bahwa
‘Agar supaya kreditur dapat menuntut ganti rugi
dari debitur, maka yang
ditegor lebih dahulu Amgebrckegeueld) Apabila
an sudah terdapat

diadakan penegoran (Suryatin, 1981:25)

Demikian juga menurut pendapat R. Subel
menyatakan:

Bawa ada Kaitannya dalam Kontrak itu sendiri

sudah ditetspkan, kapan siberutang dapat
p lalei, disini tidak diperlukan tegoran

s (ubokt, 1955)

Kalau kita berpijak pada pendapat kedua terscbut di
atas, make walaupun tanpa diadakan somasiterlebih
dahulu pihak penjual sudah dapat menyatakan babwa
pihak pembeli melakukan wanprestasi, kalau. didalam
perjanjien sudah discbutkan waktu tempo paling lambat

i persoalan
‘menggunakan suatu cara yaitu:

1. Pemberian surat peringatan yang ditsjukan kepada
‘pihak pembeli

Pelaksanaan denda atau ganti rugi.
Penarikan obyek perjanjian.

Prosedur penyelesaian lain.

PEMBERIAN SURAT PERINGATAN YANG
DITUJUKAN KEPADA PIHAK PEMBELL

Mengenai hal ini kalau kita melihat pengaturannya di
dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi scbagai
berikut:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu  perikatan barulah mula

diwajibkan, apabila i berutang  setcloh
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika
sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya,
hanya dapat diberikan at dibuatnya dalam
tenggang wak yang dilampavi (Subekii dan

Tjitrosudibio, 1999:324)

Jadi menurst KUH Perdata  saat
wanprestasi adalah scjak adanya tegoran atau somasi dari
penjual yang disampaikan kepada pembeli akan tetapi
tetap melalaikannya. Sekarang bagaimana jikalau pihak
penjual tidak memberikan tegoran terlebih dahulu, dan
pihak penjual sudsh menyatakan bahwa piak pembeli
telah melakukan wanprestasi. Padahal di dalam perjanjian
yang telah dibuatnya telah dicantumkan secara_tegas
tentang saat kapan terjadinya wanprestasi. Misalkan
dicantumkan bahwa perjanjian  sewa  beli bahy
pembayarannya selambatlambatnnya lima hari scielah

dimulainya

Disini penulis menyimpulkan bahwa, wanprestasi bisa
tefadi secara otomatis tanpa adanya somasi_terlebih
dahulu, sebeb penentuan batas akhir dari pembayaran
tiap-tisp bulan teleh disetujui oleh kedua belah pihak,
disamping it kalau setisp terjadi wanprestasi penjual
harus membuat surat tegoran, akan mempersulit pihak
penjul

Untuk selanjutnya apabila keterlambatan pembayaran
berlangsung sampai lima hari setelah jatuh tempo, maka
perjanjian it dianggap batal dengan sendirinya, dengan
berakibat sepert diisyaratkan di dalam perjanjian sewa
beli kendaraan bermotor yaitu:

1. Pembeli harus mengembalikan obyzk perjanjian
kepada pihak penjual dalam keadaan bai

Pembayaran atau pelunasan yang terdiri dari yang
muka, engsuran dan denda menjadi ks
Scbagai pembayaran uang sewa dan gani rugi atas
bubamya perjanjian sewa beli bersanghutan.

dalam erjanjian ini dikatakan bahwa, bilaman
sctelah jaruh tempo pihak kedua belum juga melunasi
angsuren, maka perjanjian itu berakhir dengan sendirinya
tanpa adanya pembatalan dari Hakim. Dalam perjanjian
sewa beli ini hanya merupakan formulasi kalimat saja dar.
G dalam prakeck tidak sedemikian halnya. Di dalam
memutuskan  perjanjian  pibak lembaga  keuangan
‘menerbitkan surat pemberitahuan I, pemberitahuan 11 dan
Surat pemberitahuan 11 atau berakhis. Misalkan pembel:
tidak mau melanjutkan sisa angsuran atau tidak dalars
pernen tersebut. Dalam hal jou dianggap bubar, dengas.

mikian barang yang menjadi obyek perjanjian diambil
olch pihiak pembeli untuk melanjutkan kontraknya. Dax
dalam hal ini pibak pembeli tidak memberi jawabas,
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sl i tenpo 10 () o g s
senarikan barang, maka perjual akan menjual baran
rschut kepada pembel yang lainnya dan uang angura
sk dapat ditarik kb
'8 persalannya apakah pembatalan. sepihal
ot dibenarkan oleh hukum? Kalau kita_ meli
resan KUIL P pusl 1366 g s
“ebagai ber
S ol dnggep s s i
ersctujuan-persutuan yang. berimbal balik, manakala
L k. ok et vesoasaye. Dol
‘a1 yang demikian perseujuan tdak batal demi hukum
wapi. pembataan harus diminiakan kepada.
Permintaan in juga harus dilskukan, meskipun syarat
stal mengenai tidak dipenubinya kewajiban dinyatakan
dbm e Sk o T, 1999320
i i Kin i pendge, i
ko dtam by dngan e 1266 KOH
e bt
Bahwa peranian tidak batal demi hukum, teapi

pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim.
Pembatalan ini juga harus dilakukan meskipun
sywat baul mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban itu dinyatakan dalam  perjanjian
(Subeki, 1985:25).
Begi pua  pendapat - Suyadiningrat  yang
mengatakan:

aliwa syart batal dalam salah sau pibak tidak
melaksanakan kewajibannya, perianjian tidak
botal demi hukum, akan teapi. pembataannya
harus dilakukan dimuka hakim. Tuntunan in juga
harus diakukan, meskipun syarat batal karena
wanpresusi  dicantumkan  dalam  perjanjian
(Suryadiningrat, 1979:171)
Di dalam prakick pembatalan peranjian sewa beli dan
Sl beli dengan angsuran jarang sekali  dilakukan
~erbatalannya di Pengadilan, akan tetapi pihak penjua
<eara sepihak menentukan sendir akan batal tidakny:
<t perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran
i demikian belah pibak
=engadakan perjanjian. menyeujui maka jelas akan
imbulkan persoalan, tentunya. yang terbaik. dalar
yelesaikan permasalahan ini yang mulia. scoran
sakim
Penarikan kembali barang dari pembeli seva ol
jual merupakan tindak lanjut dari _pembatal
anjian yang terscbut diatas, setclah barang diari
kemudiam pihak penjual masih diberi kesempatan lag

perjanjian sewa beli discbutkan bahwa uang yang tele
ibayar oleh pembeli sewa dianggap sebagai uang sew
abila suau ketika perjanjian dinyatakan berakhir ole
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sihak penjual. Hal ini dapat menimbulkan pertiaian
sotara pihak penjual dan pembel, apabila seluruh vang
agsan g dbs ok pbel i bl perjn
barang yang menjadi obyek perjanjian menjadi hak penuh
e ik peal.

PELAKSANAAN DENDA ATAU GANTI RUGI
Menurut pasal 1239 KUH Perdata ganii rugi
Juperl\mmgkzn scjumlah vang dan tidakdiscbutkan
Unsur ganii rugi yang dapat dituntut
b iy cleh psl 1246 KUH Padta yang
nengatakan bahwa pergantian perongkosan kerugian dan
bunga terdis dari
1. Kerugian yang diderita tau yang dialami.
2. Ketentuan yang akan diperolch
dilaksanakan
Dalam persoalan penuntutan gani g oleh Undang-
v, dber keamarletin tnant 70 vy
Capat dimaksudkan dalam ganti rugi terscbut
o b i T e i ol
kg i U Und ey v

persetujuan

Dt - m7 KUH Perdata yang mengatakan

wecuali jika hal tidak dipenvhinya perikatan it
disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Dalam pasal 1248 KUH Perdata yang menentukan
juga dalam hal ini: “Bahkan jika tidak dipenubinya
verikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, pergantian
inga sekedar mengenai kerugian yang.
h si berpiutang dan keuntungan yang
terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang
merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya
perikatan”.

Jadi kesimpulan dari ketentuan tersebut  adalah
‘pembatasan ganti rugi yang dapat diduga dan merupakan
akibat langsung dari wanprestasi.

PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN
Dalam hal ini apabila pembeli sudah mendapat surat
peringatan beberapa kali dari pihak penjual namun
pembeli tetap tidak mau melaksanakan kewajiban untuk
mengangsur dan mengganti kerugian, dalam hal ini bila
perlu pihak penjual memberi kuasa kepada anggota polisi
setempat tanpa menunjukkan surat pemyataan sanggup
menyerahkan kembali kendaraan yang menjadi oby
perjanjian yang sudah disepakati dan  ditandatangani
sewaktu mengadakan perjanjian sewa beli trscbut.
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Setelah peristiwa tersebut tejadi,pihak pembeli masih
dgibert esempatan untuk mencbus kembali dalam tempo
yan telah dientukan pitsk penjusl seloma lima bark
trhitung scjak penyerahan atau pengembalian ditambah
dengan biaya pengembalian kendaraan yang dkeluarkan
oleh penjual sewa terscbut. Dan apabila kesempatan ity
{idak dipergunakan oleh pembeli maka kendaraan it idek
dapat ditebus kembali dan mulai hari ini mengenal
Yendaraan tersebut bila tejadi hilang atau musnah olett
scbab apapun juga pilak pembeli hams teap
melaksanakan  Kewajibannya  mengangsur  menurut
Ketentuan peanjian ini

“Apabila dalam hal ini hilangnya barang yang dijediken
cbyek perjanjan terscbut piak penjual minta kepada

Vehilangan dari kepolisian yang menyatakan benas-benar
terjadi Kehilangan atas barang yang dijadikan_obyck
perjanjan sewa beli, setclah it diberikan keringanan
tdak melunasi denda dan dibaruskan membayar sisa
angsuran yang masih tersisa

PROSEDUR PENYELESAIAN LAIN

‘Dalam hal penyelesaian masalah wanprestasi apabila
secara damai tidak memenubi harapan, maka UpaYe
Serakhir adalah meminta penyelesaian dimuka bakim.
Dalam hal untuk mendapatkan penyelesaian dimolka
hakim, pihak penjual harus mengajukan permohonan

ugatan filan dimana pada dacrah Bukum
penjual berdomisili atau_berads, permoionan Eugstan
perdata dapat disjukan secaa tertulis ataupun dapat 52
Hajukan secara lsan. Dalam ketntuan IR pasal 115
gogetan harus diajukan dengan surat perminiaan Y308
ditandatangani oleh pihak yang menggugat atau kussanya
Jam praktek discbut gugatan). Bagi mercka yang butz
huruf seperi yang diisyaratkan dalam pasal 120 HIR
dapat, mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua
Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugaten
tersebut.

‘Dalam hal ini mengajukan gugatan Kepada Ketud
Pengadilan Negeri, penggugat harus memperhatikan 3
(tiga) ketentuan yang terdapat dalam surat gugatan e
1. Keterangan atau identitas yang lengkap dari pihak-
il yang berperkara ini bersi nama, umur, lamat,
pekerjaan dan agama.
Dasar gugatan yang
tentang hak dalam hubungan hukum yang
dasar yuridis dari gugatan it

gadilan.

memuat kronologis dan uraian
menjadi

dituntut oleh pihak

penggugat supaya dipuuskan oleh Hakim, yang

dituntut dapat diperini menjadi 2 maca, yakni

‘s, Tuntutan primer yakni yang merupakan tuntutan
Kok,

Jumari, Wawan Susilo

b, Tuniutan subsider yang merupakan tuntutan penggantt
apabila Ketentuan pokok ditolak Hakim.

Selanjuinya mengenai sural_ gugatan ini pengeugat
diperbolehkan uniuk merubshnya, akan teapi dalam
mengadaken perubaban terscbut penggugat tidak boleh
embarangan berdasar atas kemauan sendiri nemun da
<uatu batasan yang maksudnya adalah memperbolehkan
sepanjang.

menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi
‘ugatan, ia tidak dirugikan haknya dari perubahan i
Demikian halaya mengenai pencabutan Sura Eugatan
gatom HIR tidgk ada ketentuan yang mengatumya, skan
\ctapi Hakim mempunyi peranan akif maka ia dapst
menyarankan kepada. pihak penggugat untuk dak

pengadilan. Adapen
Pt dengan asas inisiaif berperkara datangnya dart
il pengaugat, slsin it juga sesua dengan sas bala
Hakim berkewajiban uniuk mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara

“apabila pencabutan ita perkaranya sudsh dimulsl
Giperiksa di Pengadilan dolam suatu persidangan, maka
Gatam hal ini penggugat terlcbih dahulu harus mendapat
apabila pibak trgugat

Jang dijadikan obyek perjanjian scwa beli dan jual bell
engan angsuran in, pibak penjual dalam menyelesaikan
masalah wanprestasi di pengadilan di dalam prakiekns
idak pemah dilakukan, demikian juga dengan Wanprestast
yang berakibatlainnya namun obyek perjajian masih adz

menurut lembaga. kevangan yane

dilaksanakan  dengan  suat

pertimbangan antara lain

T Apabils hal ini memungkinkan, scbab andaikala il
barang tidk sesuai dengan tuntutan maka p
penuntut secara bisnis mengalami kerugian

2 Dengan pertimbangan waktu, mengingat
dunia usaha waktu sangat dibargai.

PENUTUP

Kesimpulan

jawab  pembeli ‘melakl

wanprestasi antara lain

a Apabila pembayaran pada tiap-tiap bulan melcbi
jotuh tempo sebagaimana telah dtentukan dales

apabila
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